
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.729, 2018 KEMENHUB. Tata Cara Penilaian Kinerja Pada 

Unit Pelayanan Publik. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                         NOMOR PM 49 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN  PELAYANAN KINERJA PADA UNIT PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 877), perlu diatur dan ditetapkan 

mengenai tata cara penilaian kinerja internal untuk     

unit pelayanan publik di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penilaian 

Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);  

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 191); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 63); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 877); 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 324 ); 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 

2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan 

Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa 
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Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1385); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA 

CARA  PENILAIAN KINERJA PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam  rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.   

2. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang di bentuk untuk 

kegiatan pelayanan publik.   

3. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau 

unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan 

instrumen yang ditetapkan.   

4. Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh 

penyelenggara layanan kepada penerima.   

5. Desk evaluation adalah penelaahan terhadap dokumen 

penyelenggaraan pelayanan publik.   

6. Observasi lapangan adalah pengamatan langsung 

dilapangan.  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7. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas 

serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, 

bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang 

terpilih melalui wawancara pribadi atau  melalui pos.   

8. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan 

sumber informasi  penyelenggara pelayanan yang sedang 

di evaluasi.   

9. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan 

untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di 

Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek 

Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek 

Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan 

Pengaduan serta Aspek Inovasi.  

10. Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad 

dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam 

bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan 

organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas 

pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan 

publik. 

11. Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar 

kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi 

layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara 

pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang 

prima (terbaik).  

12. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung 

pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat 

maupun perlengkapan tertentu yang menunjang 

pelayanan publik yang diberikan.  

13. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan 

informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 

penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam 

bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, 

bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan 

secara manual ataupun elektronik. 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14. Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi 

layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan 

persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat 

pelayanan diberikan.  

15. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang 

disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan 

pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak 

sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian 

kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh 

penyelenggara.  

16. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis 

pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif 

orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

17. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur 

Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di 

lingkungan Kementerian Perhubungan. 

18. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Unit 

Pelaksana Teknis Pelayanan Publik yang disingkat dengan 

UPT Pelayanan Publik adalah unit kerja di lingkungan 

Kementerian Perhubungan yang secara struktural 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi 

Kementerian Perhubungan baik di Pusat maupun di 

Daerah dalam pelayanan publik di bidang transportasi. 

19. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan. 

20. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini disusun sebagai petunjuk bagi 

penilai dalam melakukan penilaian kinerja Unit 

Pelaksana Teknik Pelayanan Publik (UPT Pelayanan 

Publik) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk 

memahami: 
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a. tujuan Penilaian Kinerja dan penetapan ruang 

lingkup;   

b. strategi penilaian dan metodologi Penilaian Kinerja;   

c. proses pengolahan data dan penyusunan Laporan 

Hasil  Penilaian Kinerja;dan 

d. mekanisme pelaporan.   

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk: 

a. menjamin penilaian kinerja unit penyelenggara 

pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan 

obyektif, transparan, dan akuntabel; dan  

b. meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di bidang 

transportasi  di lingkungan Kementerian.  

(3) Sasaran penilaian kinerja UPT Pelayanan Publik untuk 

menghasilkan pemeringkatan sebagai dasar perbaikan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara  Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam) 

aspek, yaitu:  

a. kebijakan pelayanan; 

b. profesionalisme SDM; 

c. sarana prasarana; 

d. sistem informasi pelayanan publik; 

e. konsultasi dan pengaduan; dan 

f. inovasi pelayanan.  

(2) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara 

pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pelayanan publik, meliputi:  

a. Kebijakan Pelayanan; 

b. Profesionalisme SDM; 

c. Sarana Prasarana; 

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik; dan 
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e. Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.   

 

Pasal 4 

(1) Untuk menilai masing-masing aspek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, disusun sejumlah indikator 

yang dikelompokan untuk mempermudah identifikasi 

pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi. 

(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip mengenai pelayanan publik, 

yang terdiri atas: 

a. Keadilan (Fairness) merupakan kondisi dimana 

kebijakan dan pemberian  layanan publik 

memberikan kesamaan hak dan persamaan 

perlakuan bagi semua orang (tanpa diskriminatif) 

terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin, 

namun memberikan perlakuan khusus bagi 

kelompok masyarakat rentan, mencerminkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap 

orang, serta memberikan kepastian hukum;   

b. Partisipasi (participation) merupakan tingkat 

keterlibatan (peran serta) masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan, perencanaan, implementasi 

serta monitoring (pengawasan) dan evaluasi 

pelayanan publik. Termasuk peran serta 

penyusunan standar pelayanan dan pemberian 

penghargaan;  

c. Akuntabilitas (accountability) merupakan kondisi 

dimana pejabat, lembaga dan organisasi pelayan 

publik bertanggungjawab atas tindakan- 

tindakannya serta responsif terhadap publik; 

d. Transparansi (transparency) merupakan kondisi 

dimana keputusan yang diambil oleh pejabat 

pelayan publik serta proses pelayanan terbuka 

kepada publik untuk memberi masukan, memonitor 

dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi 

publik tersebut  tersedia maupun dapat diakses oleh 

publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat 
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layanan, lebih memahami hak dan 

tanggungjawabnya; 

e. Berdayaguna (useful) merupakan kondisi dimana 

kebijakan dan program pelayanan publik telah 

mengutamakan kepentingan umum, telah 

menggunakan sumberdaya manusia, keuangan dan 

waktu secara optimal dan ekonomis (efficiency), 

serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan (effectiveness);  

f. Aksesibilitas (accessibility) merupakan kondisi 

dimana kebijakan dan program pelayanan publik 

mudah, sederhana (tidak birokratis dan berbelit), 

murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan 

masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi 

maupun kewilayahan.  

(3) Uraian lebih lanjut mengenai aspek, indikator, dan bobot 

indek pelayanan publik sebagaimana tersebut pada ayat 

(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan Peraturan Menteri ini. 

(4) Penentuan bobot penilaian sebagaimana tersbeut pada 

ayat (3) berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terpumpun 

(Focus Group Discussion) dengan pengelola pelayanan 

publik dan para ahli. 

  

BAB IV 

TEKNIK, MEKANISME, DAN METODE PENILAIAN 

 

Bagian Pertama 

Teknik Penilaian 

 

Pasal 5 

(1) Teknik penilaian kinerja UPT Pelayanan Publik dilakukan 

dengan cara: 

a. Desk evaluation; 

b. Observasi lapangan; 

c. Kuisioner; dan/atau  

d. Wawancara. 

www.peraturan.go.id



2018, No.729 -10- 

(2) Hasil pengolahan data kuesioner penilaian merupakan 

komposit dari berbagai data, baik data primer dan 

sekunder serta data obyektif maupun persepsi.  

 

Pasal 6 

(1) Kuisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 

dilakukan pengisian dengan menggunakan 3 (tiga) jenis 

kuisioner yang divalidasi menggunakan teknik observasi 

dan wawancara untuk memperoleh data yang obyektif 

dan akuntabel. 

(2) 3 (tiga) jenis kuisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan instrumen yang terdiri atas: 

a. instrumen pertama diperuntukan dan diisi oleh UPT 

Pelayanan Publik yang menjadi lokus penilaian, 

untuk memperoleh data perspektif; 

b. instrumen kedua diisi oleh evaluator atau penilai 

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan 

menggunakan seluruh metodologi yang diperlukan, 

untuk memperoleh data objektif; 

c. instrumen ketiga diisi oleh pengguna layanan 

berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam 

menerima pelayanan, untuk memperoleh data 

persepsi.  

(3) Pengisian instrumen pertama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, harus dilakukan sesuai dengan 

kondisi riil yang menggambarkan UPT Pelayanan Publik 

dan harus dilengkapi dengan bukti dukung. 

(4) Pengisian instrumen kedua sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dalam ruang pelayanan serta melihat data 

dukung yang diperlukan. 

(5) Penyelenggara pelayanan dan/atau evaluator dilarang 

mempengaruhi responden dalam pengisian instrumen 

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek, indikator, 

instrumen tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Kedua 

Mekanisme Penilaian 

 

Pasal 7 

(1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja UPT 

Pelayanan Publik meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu: 

a.  tahap perencanaan; 

b.  tahap pelaksanaan; dan  

c. tahap pelaporan. 

(2) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. menentukan lokus penilaian yang ditetapkan oleh 

Menteri; 

b. menyusun rencana penilaian dengan 

memperhatikan hal berikut:  

1) menentukan objek atau unit layanan yang akan 

dinilai; 

2) pengumpulan data atau informasi awal; 

3) waktu yang diperlukan dalam proses 

pelaksanaan penilaian; 

4) periode penilaian atau rentang waktu tertentu 

penyelenggaraan  pelayanan publik yang akan 

dinilai; 

5) hasil penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja 

Penilaian.   

(3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada 

unit  penyelenggara pelayanan publik yang 

merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait 

lainnya dalam bentuk entry meeting (pertemuan 

pendahuluan);   

b. melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik 

penilaian sesuai dengan metodologi yang telah 

ditentukan;   

c. mengolah dan menganalisa data;  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d. menjelaskan hasil pengamatan atau observasi 

kepada unit  penyelenggara pelayanan publik yang 

merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait 

lainnya dalam bentuk exit meeting (pertemuan 

akhir);   

e. membuat berita acara penilaian yang ditandatangani 

tim penilai dan perwakilan unit layanan.   

(4) Tahap Pelaporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri atas hasil dari evaluasi penilaian kinerja 

UPT Pelayanan Publik dituangkan dalam Laporan Hasil 

Penilaian (LHP) yang memuat hasil pengisian instrumen 

penilaian.  

 

Bagian Ketiga 

Metode Penilaian 

 

Pasal 8 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian 

diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil 

perpaduan antara prinsip dan aspek, yaitu: 

a. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

memberikan pelayanan publik; dan 

b. aspek yang harus dipenuhi oleh UPT Pelayanan Publik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB V 

PENGHITUNGAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK  

DAN ANALISIS DATA 

 

Pasal 9 

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut:    

a. menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator; 

b. menentukan Nilai Setiap Aspek; dan  

c. menentukan Indeks. 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Pasal 10 

(1) Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya 

yaitu: 

a. melakukan analisis; dan  

b. penyimpulan data.  

(2) Penyimpulan data dilakukan untuk mengetahui kinerja 

unit penyelenggara pelayanan publik.  

(3) Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data 

diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   

 

BAB VI 

PELAKSANAAN PENILAIAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan penilaian dilakukan  setiap 1 (dua) tahun 

sekali kepada UPT Pelayanan Publik di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana ayat (1), dilakukan 

kegiatan evaluasi berdasarkan hasil rekomendasi tim 

penilai yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. 

 

Bagian Kedua 

Tim Penilai 

 

Pasal 12 

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri      

dari pejabat di Kementerian Perhubungan, 

lembaga/kementerian terkait, akademisi, jurnalis 

dan/atau profesional di bidang transportasi; 

(2) Tim Penilai sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh 

Menteri dengan Keputusan Menteri tersendiri. 
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Bagian Ketiga 

Kategori Penilaian 

 

Pasal 13 

(1) Kategori jenis pelayanan publik bidang transportasi 

terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu : 

a. Kategori pelayanan publik bidang transportasi darat; 

b. Kategori pelayanan publik bidang transportasi kereta 

api; 

c. Kategori pelayanan publik bidang transportasi laut; 

dan 

d. Kategori pelayanan publik bidang transportasi 

udara. 

(2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas jenis: 

a. pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan 

masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja di 

Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; dan   

b. pelayanan administratif, yaitu tindakan administratif 

Kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

transportasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori jenis pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat 

Penetapan Hasil Penilaian 

 

Pasal 14 

Hasil penilaian pelayanan prima ini menjadi dasar bagi 

Kementerian Perhubungan untuk melakukan pemeringkatan 

kepada unit penyelenggara pelayanan publik sektor 

www.peraturan.go.id



2018, No.729 
-15- 

transportasi dengan menggunakan rumus dalam Lampiran V 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Bagian Kelima 

Kategori Penghargaan 

 

Pasal 15 

Hasil akhir dari penilaian kinerja unit pelayanan publik 

dikelompok kategori penghargaan sebagai berikut: 

a. Prima Utama  : 4,51 – 5,00 

b. Prima Madya  : 3,51 – 4,50 

c. Prima Pratama  : 2,51 – 3,50 

 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal 16 

(1) Menteri wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan 

dan pelaksanaan kegiatan penilaian pelayanan publik di 

Kementerian melalui aparat pengawasan internal 

Kementerian. 

(2) Menteri harus  memfasilitasi masyarakat baik organisasi 

kemasyarakatan, kelompok masyarakat, maupun 

perorangan dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penyelenggaraan dan penilaian pelayanan 

publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, 

evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing 

system. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, dan 

pelaksanaan penilaian pelayanan publik. 
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(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan 

penilaian pelayanan publik. 

(6) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Pengelolaan 

Transportasi Berkelanjutan (Kepala PPTB) menyampaikan 

laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri. 

(7) Kepala PPTB Kementerian melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan kegiatan penilaian paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam setiap tahun. 

 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN  

 

Pasal 17 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan 

penilaian pelayanan publik di lingkungan Kementerian 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Kementerian. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 18 

Tata cara penilaian pelayanan publik dalam Peraturan Menteri 

ini dapat digunakan oleh Kementerian untuk melakukan 

penilaian kinerja selain UPT Pelayanan Publik Kementerian 

Perhubungan dengan pertimbangan: 

a. adanya pengaduan dari masyarakat; 

b. ditetapkan oleh Menteri; dan 

c. merupakan unit penyelenggara pelayanan publik di 

bidang transportasi. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1915), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 20 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Mei 2018 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Juni 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

     

    ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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